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Terrorism is an extraordinary crime that threatens national security, 

state stability, and human rights. The advancement of globalization 

and information technology has transformed the spread of radical 

ideologies and increased the complexity of counterterrorism efforts. 

This study aims to analyze and compare the legal systems of 

Indonesia, the United States, and Singapore in combating terrorism. 

The research employs a normative legal method using statutory and 

comparative law approaches. The findings indicate that Indonesia 

adopts a law enforcement approach combined with deradicalization 

programs, the United States emphasizes national security through 

strengthened intelligence and surveillance, while Singapore applies a 

preventive approach supported by rehabilitation programs. Each 

country has its own strengths and weaknesses according to the 

characteristics of its legal system. This study recommends 

strengthening Indonesia's legal system by improving inter-agency 

coordination, optimizing intelligence capabilities, and enhancing 

deradicalization programs while maintaining the protection of human 

rights.  
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Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang 

mengancam keamanan nasional, stabilitas negara, dan hak asasi 

manusia. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah 

mengubah pola penyebaran ideologi radikal serta meningkatkan 

kompleksitas penanggulangan terorisme. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum Indonesia, 

Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

perbandingan hukum (comparative law approach). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan penegakan 

hukum yang dipadukan dengan program deradikalisasi, Amerika 

Serikat mengedepankan keamanan nasional melalui penguatan 

intelijen dan pengawasan, sedangkan Singapura menerapkan 

pendekatan preventif yang didukung rehabilitasi. Masing-masing 

negara memiliki kelebihan dan kelemahan sesuai karakteristik sistem 

hukumnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem 

hukum Indonesia melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, 

optimalisasi intelijen, serta pengembangan program deradikalisasi 

yang tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.  
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PENDAHULUAN  
 

  Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) 

yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, stabilitas politik, serta perlindungan hak 

asasi manusia di berbagai negara. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi 

telah mengubah pola dan karakteristik terorisme dari yang semula bersifat lokal menjadi 

transnasional. Kelompok teroris tidak hanya memanfaatkan kekerasan fisik, tetapi juga 

menggunakan media sosial, internet, dan berbagai platform digital untuk menyebarkan ideologi 

radikal, merekrut anggota, serta mengumpulkan dana bagi kegiatan mereka. Kondisi tersebut 

menuntut setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan 

perkembangan modus operandi terorisme yang semakin kompleks (Wang, 2016). 

  Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi ancaman terorisme secara 

nyata. Serangkaian peristiwa seperti Bom Bali tahun 2002, Bom Hotel JW Marriott tahun 2003, 

Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004, hingga serangan di Jalan MH Thamrin Jakarta 

tahun 2016 menunjukkan bahwa terorisme memiliki dampak yang besar terhadap keamanan 

nasional dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, 

pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum melalui perubahan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme yang memperkuat aspek pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. 

Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menjadi perdebatan, 

terutama terkait keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak 

asasi manusia (Muttakin et al., 2015). 

  Di tingkat internasional, Amerika Serikat dan Singapura merupakan dua negara yang 

memiliki sistem hukum dan pendekatan berbeda dalam penanggulangan terorisme. Amerika 

Serikat menerapkan kebijakan keamanan nasional yang ketat pasca peristiwa serangan 11 

September 2001 melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan, serta pemberian kewenangan 

yang luas kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Singapura mengembangkan model 

penanggulangan terorisme berbasis pencegahan melalui pemberlakuan Internal Security Act 

(ISA) yang memungkinkan penahanan preventif terhadap individu yang dianggap mengancam 

keamanan negara serta pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Uwuigbe & 

Ajibolade, 2013). 

  Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji sistem hukum dan penanggulangan 

terorisme dari berbagai perspektif. Wang (2016) meneliti hubungan antara keamanan nasional 

dan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan anti-terorisme di berbagai negara dan 

menemukan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Uwuigbe dan 

Ajibolade (2013) mengkaji efektivitas kebijakan keamanan dalam penanggulangan terorisme 

dan menyimpulkan bahwa pendekatan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan 

pelanggaran hak-hak sipil. Sementara itu, Muttakin et al. (2015) menyoroti pentingnya 

reformasi kelembagaan dan penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan 

terorisme. 
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  Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membandingkan sistem hukum 

Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme masih relatif 

terbatas. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi 

nasional atau mengevaluasi efektivitas program deradikalisasi di masing-masing negara secara 

terpisah. Penelitian yang mengkaji perbedaan struktur hukum, substansi hukum, serta budaya 

hukum ketiga negara dalam satu kerangka perbandingan hukum belum banyak dilakukan. 

  Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa analisis 

komparatif terhadap tiga model penanggulangan terorisme yang berbeda, yaitu model 

penegakan hukum dan deradikalisasi di Indonesia, model keamanan nasional berbasis intelijen 

di Amerika Serikat, serta model pencegahan dan rehabilitasi di Singapura. Selain itu, penelitian 

ini berupaya merumuskan rekomendasi penguatan sistem hukum Indonesia dengan 

mengintegrasikan praktik-praktik terbaik dari kedua negara tersebut tanpa mengabaikan 

prinsip perlindungan hak asasi manusia. 

  Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana 

karakteristik sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan 

terorisme; (2) apa persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh ketiga negara 

tersebut; (3) bagaimana efektivitas implementasi sistem hukum penanggulangan terorisme di 

masing-masing negara; dan (4) model reformasi sistem hukum seperti apa yang relevan 

diterapkan di Indonesia. 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sistem hukum Indonesia, 

Amerika Serikat, dan Singapura dalam penanggulangan terorisme, membandingkan persamaan 

dan perbedaannya, mengevaluasi efektivitas implementasi sistem hukum di masing-masing 

negara, serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem hukum Indonesia berdasarkan hasil 

studi komparatif tersebut. 

METODE  

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative 

law approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai 

peraturan yang mengatur penanggulangan terorisme di Indonesia, Amerika Serikat, dan 

Singapura. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis 

persamaan dan perbedaan sistem hukum ketiga negara dalam mengatur dan 

mengimplementasikan kebijakan penanggulangan terorisme. 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini 

berupaya mendeskripsikan karakteristik sistem hukum masing-masing negara serta 

menganalisis efektivitas implementasinya dalam praktik. Objek penelitian meliputi regulasi, 

kelembagaan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme di Indonesia, 

Amerika Serikat, dan Singapura. 

  Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara 

lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, USA PATRIOT Act 

di Amerika Serikat, serta Internal Security Act (ISA) di Singapura. Bahan hukum sekunder 

diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang 

berkaitan dengan sistem hukum dan penanggulangan terorisme. Adapun bahan hukum tersier 

berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian. 
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  Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 

yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang 

relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis 

secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan 

dengan membandingkan struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), 

dan budaya hukum (legal culture) pada sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan 

Singapura dalam penanggulangan terorisme. 

  Tahapan analisis diawali dengan mengidentifikasi karakteristik sistem hukum masing-

masing negara, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya, mengevaluasi 

efektivitas implementasi kebijakan yang diterapkan, serta mengidentifikasi kelebihan dan 

kelemahan setiap sistem hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk 

merumuskan rekomendasi penguatan sistem hukum Indonesia dalam penanggulangan 

terorisme yang adaptif terhadap perkembangan ancaman terorisme global serta tetap 

menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Karakteristik Sistem Hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam 

Penanggulangan Terorisme 

  Terorisme telah berkembang menjadi ancaman global yang bersifat multidimensional. 

Perkembangan teknologi informasi, kemudahan akses komunikasi, serta meningkatnya 

mobilitas manusia antarnegara menyebabkan jaringan terorisme tidak lagi beroperasi secara 

konvensional, tetapi membentuk jaringan transnasional yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, 

sistem hukum suatu negara dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan pola 

ancaman tersebut. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura 

memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda dalam penanggulangan terorisme. 

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejarah ancaman yang dihadapi, budaya hukum, sistem 

politik, serta orientasi kebijakan keamanan nasional masing-masing negara. 

  Indonesia menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan aspek penegakan hukum 

(law enforcement approach) dengan program deradikalisasi. Reformasi hukum dilakukan 

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memperluas ruang lingkup tindak pidana 

terorisme dan memperkuat kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan 

pencegahan maupun penindakan. Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan 

kebijakan nasional di bidang penanggulangan terorisme (Priatiningsih 2023).   

  Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia didasarkan pada 

pandangan bahwa terorisme tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan 

dengan faktor ideologi, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, strategi 

penanggulangan tidak cukup dilakukan melalui penindakan pidana semata, melainkan juga 

melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi sosial. Pendekatan tersebut relatif berbeda dengan 

Amerika Serikat yang lebih menitikberatkan pada aspek keamanan nasional. 

  Amerika Serikat mengembangkan kebijakan anti-terorisme secara signifikan setelah 

peristiwa serangan 11 September 2001. Pemerintah mengesahkan USA PATRIOT Act yang 

memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat keamanan dan lembaga intelijen dalam 

melakukan pengawasan, penyadapan, serta penangkapan terhadap individu yang dicurigai 

terlibat dalam aktivitas terorisme. Pendekatan ini menempatkan keamanan nasional sebagai 

https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/index


INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer  

Vol. 01, No. 8, Tahun 2026, Hal. 897-906, ISSN: 3123-5573 (Online) 

901 | Inovasi Multidisipliner untuk Respon Tantangan Kontemporer 
 

prioritas utama sehingga aspek pencegahan dilakukan melalui sistem intelijen yang 

terintegrasi. 

  Sementara itu, Singapura menerapkan model penanggulangan terorisme yang 

berorientasi pada pencegahan (preventive approach). Melalui Internal Security Act (ISA), 

pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan preventif terhadap individu 

yang dianggap membahayakan keamanan negara tanpa melalui proses pengadilan. Kebijakan 

tersebut didukung dengan program rehabilitasi yang melibatkan tokoh agama, psikolog, dan 

masyarakat untuk mengubah pola pikir radikal pelaku maupun simpatisan terorisme.  

  Temuan ilmiah dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik sistem hukum 

penanggulangan terorisme sangat dipengaruhi oleh orientasi kebijakan negara. Negara yang 

pernah mengalami serangan teror berskala besar cenderung membentuk regulasi yang 

memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat keamanan. Hal ini terlihat pada Amerika 

Serikat pasca tragedi 11 September 2001 dan Singapura yang secara konsisten menerapkan 

kebijakan keamanan preventif. Sebaliknya, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara 

kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia (Prayogo dkk., t.t.). 

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura dalam 

Penanggulangan Terorisme 

Aspek Indonesia Amerika Serikat Singapura 

Dasar Hukum UU No. 5 Tahun 2018 USA PATRIOT Act Internal Security Act 

Pendekatan 
Penegakan hukum dan 

deradikalisasi 
Keamanan nasional 

Pencegahan dan 

rehabilitasi 

Penahanan 

Preventif 
Terbatas 

Ada dalam kondisi 

tertentu 
Sangat luas 

Peran Intelijen Pendukung penyidikan Sangat dominan Dominan 

Program 

Deradikalisasi 
Ada melalui BNPT Terbatas Sangat aktif 

Perlindungan HAM Menjadi pertimbangan Sering diperdebatkan Sering dikritik 

 

  Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa ketiga negara memiliki strategi yang berbeda 

dalam menanggulangi terorisme. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu 

sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kesesuaian 

regulasi dengan kondisi sosial dan kebutuhan keamanan negara yang bersangkutan. 

2. Efektivitas Implementasi Sistem Hukum dalam Penanggulangan Terorisme 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum dalam penanggulangan 

terorisme dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kualitas regulasi, koordinasi antar lembaga, 

dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. 

  Di Indonesia, perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 

peningkatan kapasitas negara dalam menanggulangi terorisme. Aparat penegak hukum 

memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam melakukan penindakan dan pencegahan, 
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termasuk penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme 

sebelum terjadinya aksi teror. 

  Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas regulasi tersebut masih 

menghadapi beberapa kendala. Pertama, koordinasi antara kepolisian, BNPT, dan lembaga 

intelijen belum sepenuhnya optimal. Kedua, perkembangan radikalisme di ruang digital 

menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh sistem hukum 

yang ada. Ketiga, program deradikalisasi masih menghadapi hambatan dalam aspek sumber 

daya manusia, pendanaan, dan pengukuran tingkat keberhasilannya. 

  Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menunjukkan efektivitas yang tinggi 

dalam aspek deteksi dini dan pencegahan. Integrasi data intelijen antar lembaga 

memungkinkan pemerintah mengidentifikasi potensi ancaman secara lebih cepat. Akan tetapi, 

efektivitas tersebut diiringi dengan meningkatnya kritik terhadap kebijakan pengawasan yang 

dianggap berpotensi mengurangi kebebasan sipil dan hak privasi warga negara. 

  Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara keamanan 

nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Semakin luas kewenangan yang diberikan 

kepada negara, semakin besar pula potensi terjadinya pembatasan terhadap hak-hak sipil. Oleh 

karena itu, efektivitas sistem hukum tidak hanya diukur dari kemampuan mencegah aksi 

terorisme, tetapi juga dari kemampuannya menjaga prinsip-prinsip negara hukum. 

  Singapura merupakan salah satu negara yang dinilai berhasil menerapkan sistem 

pencegahan terorisme. Keberhasilan tersebut didukung oleh struktur pemerintahan yang 

terintegrasi, sistem intelijen yang kuat, serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan 

keamanan nasional. Program rehabilitasi yang dijalankan juga terbukti mampu mengurangi 

risiko residivisme dan mencegah penyebaran ideologi radikal.  

  Meskipun demikian, kewenangan penahanan preventif tanpa proses pengadilan yang 

diatur dalam Internal Security Act sering menjadi objek kritik dari perspektif hak asasi 

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan sering kali dihadapkan 

pada dilema antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak-hak individu 

(Pamungkas dkk. 2024). 

3. Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum Ketiga Negara 

  Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa persamaan mendasar antara Indonesia, 

Amerika Serikat, dan Singapura. Pertama, ketiga negara menganggap terorisme sebagai 

ancaman serius yang memerlukan regulasi khusus di luar hukum pidana umum. Kedua, 

ketiganya memberikan peran penting kepada lembaga intelijen dalam melakukan deteksi dini 

dan pencegahan. Ketiga, seluruh negara mengembangkan strategi pencegahan yang melibatkan 

berbagai institusi pemerintah. 

  Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi kebijakan dan 

implementasinya. Indonesia menempatkan penegakan hukum dan deradikalisasi sebagai 

instrumen utama. Amerika Serikat lebih menitikberatkan pada keamanan nasional melalui 

penguatan intelijen dan pengawasan. Sementara itu, Singapura mengutamakan pencegahan 

dini dan rehabilitasi melalui pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah. 

  Temuan ini menguatkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman bahwa 

efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi 

hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Perbedaan budaya hukum dan 

sistem politik menyebabkan masing-masing negara memiliki model penanggulangan terorisme 

https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/index


INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer  

Vol. 01, No. 8, Tahun 2026, Hal. 897-906, ISSN: 3123-5573 (Online) 

903 | Inovasi Multidisipliner untuk Respon Tantangan Kontemporer 
 

yang berbeda, meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu menjaga keamanan nasional dan 

melindungi masyarakat dari ancaman terorisme (Anakotta dan Disemadi, t.t.). 

4. Model Reformasi Sistem Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia 

  Berdasarkan hasil studi komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia dapat 

mengembangkan model reformasi sistem hukum yang mengintegrasikan kelebihan sistem 

hukum Amerika Serikat dan Singapura tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. 

  Pertama, Indonesia perlu memperkuat integrasi data intelijen dan koordinasi antar 

lembaga sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Penguatan tersebut penting untuk 

meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks 

dan memanfaatkan teknologi digital. 

  Kedua, Indonesia dapat mengembangkan sistem pencegahan berbasis masyarakat dan 

rehabilitasi yang lebih komprehensif seperti yang diterapkan di Singapura. Program 

deradikalisasi tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga melibatkan keluarga, tokoh agama, 

lembaga pendidikan, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. 

  Ketiga, perlu dibangun mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kewenangan 

aparat agar kebijakan penanggulangan terorisme tetap sejalan dengan prinsip negara hukum 

dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi sistem hukum Indonesia 

tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga menjaga legitimasi hukum dan 

kepercayaan masyarakat (Putrazta 2025). 

  Temuan penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas sistem hukum dalam 

penanggulangan terorisme tidak semata-mata ditentukan oleh keras atau lunaknya suatu 

regulasi, melainkan oleh kemampuan negara dalam menciptakan keseimbangan antara 

keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, 

model sistem hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan menjadi 

kebutuhan utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme di masa mendatang. 

KESIMPULAN 

  Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan 

Singapura memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanggulangan terorisme, yang 

dipengaruhi oleh orientasi kebijakan keamanan, tradisi hukum, serta kondisi sosial-politik 

masing-masing negara. Indonesia menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan penegakan 

hukum dengan program deradikalisasi, Amerika Serikat mengedepankan keamanan nasional 

melalui penguatan intelijen dan pengawasan, sedangkan Singapura menitikberatkan pada 

pencegahan dini dan rehabilitasi melalui kewenangan preventif yang luas. 

  Temuan ilmiah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum dalam 

penanggulangan terorisme tidak hanya ditentukan oleh ketatnya regulasi atau besarnya 

kewenangan aparat keamanan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membangun 

keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan 

hak asasi manusia. Negara yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut cenderung 

memiliki sistem penanggulangan terorisme yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan. 

  Hasil studi komparatif juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk 

memperkuat sistem hukumnya melalui pengembangan koordinasi antar lembaga, peningkatan 

kapasitas intelijen, serta optimalisasi program deradikalisasi yang melibatkan masyarakat 

secara luas. Pengalaman Amerika Serikat dalam penguatan sistem intelijen dan pengalaman 

Singapura dalam pencegahan serta rehabilitasi dapat menjadi referensi penting bagi reformasi 
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sistem hukum Indonesia, dengan tetap mempertahankan prinsip negara hukum dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

  Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas sistem 

hukum penanggulangan terorisme dipengaruhi oleh keseimbangan antara keamanan nasional, 

penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dapat diterima. Sistem hukum yang 

adaptif dan kolaboratif menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia dalam menghadapi 

perkembangan ancaman terorisme yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. 

  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai 

efektivitas implementasi program deradikalisasi, penggunaan teknologi digital dalam 

pencegahan terorisme, serta pengaruh perkembangan kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) terhadap sistem hukum dan strategi penanggulangan terorisme di berbagai negara. 
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